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PROVINSI JAWA BARAT 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 28 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 50 
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

Menim bang 

BELANJA DAERAHKABUPATEN TASIKMALAYA ---DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1 ) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 20 12 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah da n Bantuan 
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapa tan dan 
Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan 
Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, 
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggun gjawaban dan 
pelaporan s~rta m onitoring dan evaluasi hibah dan bantuan 
sosial; 

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan terhadap 
perkem bangan situa si dan kondisi demi terciptanya tertib 
administras i, aku ntabilitas dan transpa ransi pengelolaan 
hibah dan bantu an sosia l yang bersumber dari Anggaran 
Penda patan dan Belanja Daera h Kabu pa ten Tasikmalaya, 
dipandang perlu mengubah bebera pa keten tuan dalam 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahu n 2011 tentang 
Tata Cara Pem berian Hibah dan Bantua n So sial yang 
Bersu mber dari Anggaran Pendapatan da n Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan h u ruf b, perlu menetapkan peraturan 
Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 ten tang 
Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya. 
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1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3298); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nom or 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

5 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

7 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4967); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang enyusun 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara p blik 
Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Tata 
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5202); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya tahun 2006 Nomor 11); 

2 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keu angan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 4); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Ka bupaten 
Ta sikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2008 Nomor 8 ); 

23. Pera turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 
2008 ten tang Sekretaria t Daerah Kabupa ten Ta sikmalaya dan 
Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya (Lem baran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 2008 Nomor 14); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Ta hun 2008 
Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Nomor 8 
Tahun 20 12 ten tang Perubahan Kedua Ata s Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 201 2 Nomor 8); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 
2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 17) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten 
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Tasikmalaya (Lembaran Daerab Kabupaten Tasikmalaya 
Tabun 2008 Nomor 3); 

27. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tabun 
2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerab Kabupaten 
Tasikmalaya Tabun 2008 Nomor 18); 

28. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tabun 
2008 tentang Rumab Sakit Umum Daerab Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerab Kabupaten Tasikmalaya 
Tabun 2008 Nomor 3); 

29. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tabun 
2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerab Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15); 

30. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tabun 201 1 ten tang 
Tata Cara Pemberian Hibab dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 50) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 
Tabun 2012 tentang Perubaban Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 50 Tabun 2011 tentang Tata Cara 
Pemberian Hibab dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2012 Nomor 40). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 50 TAHUN 2011 
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN 
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 tahun 2011 
tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan So sial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya, diubah 
se bagai berikut: 

1. Keten tuan Pasal22 diubah, seh ingga Pasal22 berbu nyi sebagai berikut: 

Pasal22 

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas 
penggunaan hibah yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawa ban penerima hibah m eliputi: 

a. laporan penggunaan hibah (Format D2 tedampir); 

b. sura t pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah 
yang diterima telah digunakan sesu ai NPHD; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 
perundang-undangan bagi penerima hibah berupa u ang a tau salinan 
bukti serah terima barangfjasa bagi penerima h ibah berupa 
barangfjasa. 

(3) Per tanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u ruf a dan 
huruf b disampaikan kepada Bu pati melalui Kepala Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikrnalaya paling 
lamba t tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali 
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada aya t (2) huruf c 
disimpan dan d ipergunakan oleh penerima h ibah selaku obyek 
pemeriksaan. 

(5) Penerima bantuan hibah wajib m engembalikan dana bantuan hibah 
dari Pemerintah Kabupaten Ta sikmalaya apabila sampai dengan batas 
waktu yang ditentukan seba gaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah 
dimaksud. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tahun Anggaran 2014. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya . 

Diun dangkan di Singaparna 
pad a tanggal 14 £.SeR...:;r~berc 20 1 4 

S EKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
pad a tanggal 111 P't .ffi"Ge;r 201 4 

I 

BUPATI TASIKMALAYA, 

UU RUZHANUL ULUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 20 14 NOMOR 28~~_ 
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